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 Abstract: The provision of healthcare services in hospitals 

involves not only medical aspects but also administrative 

governance, which may give rise to maladministration 

practices. This study aims to analyze the legal liability of 

hospitals for maladministration practices in the delivery of 

healthcare services in Indonesia and to examine the role 

of Good Hospital Governance in strengthening the 

hospital accountability system. This study employs a 

normative legal research method using statutory, 

conceptual, and case approaches through a literature 

review of primary, secondary, and tertiary legal materials. 

The results indicate that legal regulations concerning 

hospital liability have been established through various 

legal instruments; however, they remain sectoral and have 

not yet formed a comprehensive and integrated 

accountability framework. The implementation of Good 

Hospital Governance is therefore essential as a preventive 

instrument to strengthen transparency, accountability, 

responsibility, and the protection of patients’ rights in 

preventing maladministration within healthcare services. 
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PENDAHULUAN 
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi strategis dalam 

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Romiyanto et al., 2025). Selain berperan sebagai 

penyelenggara pelayanan kesehatan, rumah sakit juga merupakan penyelenggara pelayanan publik 

yang wajib menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas, aman, efektif, 

dan berkeadilan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, rumah sakit tidak hanya dituntut memberikan 

pelayanan medis yang profesional, tetapi juga menyelenggarakan tata kelola administrasi yang 

transparan, akuntabel, responsif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya diukur dari keberhasilan tindakan 

medis, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi yang baik 
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 (Widjaja, 2025). 

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih menghadapi 

berbagai persoalan administratif yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Bentuk 

maladministrasi dapat berupa penundaan pelayanan tanpa alasan yang sah, penyimpangan prosedur 

pelayanan, ketidakjelasan informasi kepada pasien, diskriminasi pelayanan, penyalahgunaan 

kewenangan, kelalaian dalam pengelolaan administrasi pasien, hingga ketidaktertiban pengelolaan 

dokumen pelayanan kesehatan (Anggita et al., 2025). Praktik-praktik tersebut tidak hanya 

menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pasien serta 

menimbulkan konsekuensi hukum bagi rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 

Dalam perspektif hukum administrasi, maladministrasi merupakan bentuk penyimpangan terhadap 

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat mengurangi kepastian hukum, 

akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. 

Sebagai institusi pelayanan publik, rumah sakit memiliki kewajiban hukum untuk 

menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan 

prinsip tata kelola yang baik. Kewajiban tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum, 

antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana di bidang penyelenggaraan 

rumah sakit. Regulasi tersebut menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang tidak hanya 

bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan medis, tetapi juga bertanggung jawab atas kualitas 

penyelenggaraan administrasi pelayanan Kesehatan (Romiyanto et al., 2025). Oleh karena itu, 

setiap tindakan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik dalam ranah administrasi, perdata, 

maupun bentuk pertanggungjawaban lain sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi. 

Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap 

praktik maladministrasi masih menunjukkan sejumlah persoalan. Pengaturan yang tersebar dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memberikan konstruksi yang 

komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban rumah sakit atas penyimpangan administrasi 

pelayanan Kesehatan (Pintabar & Saragih, 2026). Di sisi lain, perkembangan tata kelola rumah 

sakit yang semakin kompleks akibat digitalisasi pelayanan, peningkatan tuntutan mutu layanan, 

serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menuntut adanya mekanisme 

pertanggungjawaban yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali bagaimana konsep 

pertanggungjawaban hukum rumah sakit dapat dikembangkan agar tidak hanya bersifat represif 

setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi preventif melalui penguatan tata kelola 

kelembagaan. 

Salah satu pendekatan yang relevan dalam menjawab kebutuhan tersebut adalah penerapan 

prinsip Good Hospital Governance (Utami et al., 2022). Konsep ini merupakan pengembangan tata 

kelola organisasi rumah sakit yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan kewajaran dalam seluruh proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini mampu memperkuat sistem pengawasan internal, 

meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, meminimalkan risiko maladministrasi, serta 

memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit (Achadi, 2024). Dengan 

demikian, Good Hospital Governance tidak hanya dipandang sebagai instrumen manajerial, tetapi 

juga sebagai pendekatan normatif yang mendukung terwujudnya kepastian hukum, perlindungan 

hak pasien, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan. 

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai 
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 pertanggungjawaban hukum rumah sakit umumnya berfokus pada tanggung jawab akibat kelalaian 

tenaga kesehatan, sengketa medis, atau perlindungan hukum pasien. Di sisi lain, penelitian 

mengenai Good Hospital Governance lebih banyak dikembangkan dalam perspektif manajemen 

rumah sakit dengan menitikberatkan pada peningkatan kinerja organisasi dan mutu pelayanan. 

Penelitian yang secara khusus menghubungkan konsep pertanggungjawaban hukum rumah sakit 

terhadap praktik maladministrasi dengan prinsip Good Hospital Governance sebagai kerangka 

analisis hukum masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang penting 

untuk mengintegrasikan perspektif hukum administrasi, hukum kesehatan, dan tata kelola rumah 

sakit dalam membangun model analisis yang lebih komprehensif terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. 

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bentuk 

pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bagaimana prinsip Good Hospital Governance 

dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban 

tersebut. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum administrasi negara, tetapi juga menjadi 

rekomendasi bagi pemerintah, pengelola rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

merumuskan kebijakan serta mekanisme tata kelola yang mampu mencegah maladministrasi dan 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang 

mengkaji pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku 

(Putera & Suardita, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis 

berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelayanan publik, 

dan pertanggungjawaban rumah sakit, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk 

mengkaji teori pertanggungjawaban hukum, maladministrasi, dan Good Hospital Governance (Sari 

et al., 2026). Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan 

maupun rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang berkaitan dengan praktik 

maladministrasi di sektor pelayanan kesehatan. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) (Zainuddin & Karina, 2023). Bahan hukum 

primer meliputi peraturan perundang-undangan,dan dokumen resmi, sedangkan bahan hukum 

sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum 

dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, 

sistematis, dan teleologis untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai bentuk 

pertanggungjawaban hukum rumah sakit serta penguatan penerapan prinsip Good Hospital 

Governance dalam mencegah praktik maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 
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 Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Praktik Maladministrasi 

dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Indonesia 

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki kedudukan strategis 

dalam sistem kesehatan nasional karena tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, 

tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang wajib menjamin terpenuhinya hak 

masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan berkeadilan. Kedudukan 

tersebut menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Fibrini, 

2024). Dalam rezim hukum kesehatan yang baru, penyelenggaraan rumah sakit tidak lagi 

dipandang semata-mata sebagai aktivitas pelayanan medis, melainkan sebagai bagian dari sistem 

pelayanan publik yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, 

profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak pasien (Rahmadani, 2026). Perubahan paradigma 

ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan rumah sakit tidak hanya diukur dari kualitas 

tindakan medis, tetapi juga dari kualitas tata kelola administrasi yang mendukung penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip 

legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang adil terhadap setiap 

pengguna layanan (Putri & Ramadhani, 2026). Oleh karena itu, rumah sakit sebagai penyelenggara 

pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan, standar 

operasional prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran 

terhadap kewajiban tersebut tidak hanya berimplikasi pada menurunnya mutu pelayanan, tetapi 

juga dapat dikualifikasikan sebagai praktik maladministrasi apabila terdapat penyimpangan 

prosedur, penyalahgunaan kewenangan, penundaan pelayanan tanpa alasan yang sah, tindakan 

diskriminatif, pengabaian kewajiban hukum, maupun bentuk pelayanan yang bertentangan dengan 

asas penyelenggaraan pelayanan publik. 

Konsep maladministrasi dalam sistem hukum Indonesia memperoleh landasan normatif 

melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang 

mendefinisikan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 

kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, 

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat (Putra et al., 2023). 

Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan, konsep tersebut memiliki cakupan yang luas 

karena tidak hanya berkaitan dengan tindakan tenaga kesehatan, tetapi juga menyangkut 

keseluruhan proses administrasi rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, sistem rujukan, 

pengelolaan rekam medis, penyampaian informasi, pelayanan administrasi pembiayaan, hingga 

mekanisme pengaduan. Dengan demikian, maladministrasi dalam rumah sakit tidak selalu identik 

dengan kesalahan medis (medical malpractice), melainkan dapat terjadi akibat kegagalan 

administrasi yang menghambat terpenuhinya hak pasien sebagai penerima pelayanan publik 

(Akbar, n.d.). 

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban rumah sakit dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya penguatan terhadap posisi rumah sakit 

sebagai korporasi penyelenggara pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai 

kewajiban rumah sakit, antara lain menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, melaksanakan 

standar mutu pelayanan, menyelenggarakan rekam medis, memberikan informasi yang benar 

kepada pasien, menghormati hak-hak pasien, menyusun peraturan internal rumah sakit, serta 

menerapkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi (Naurah et al., 2024). Pelanggaran 
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 terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa 

rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian 

sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di rumah sakit (Saffa, 2024). Ketentuan ini 

memperluas tanggung jawab rumah sakit sebagai badan hukum yang tidak hanya bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan organisasi, tetapi juga atas akibat hukum yang timbul dari pelayanan 

yang diberikan kepada pasien. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan 

bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan, memberikan 

pelayanan secara profesional, menyediakan mekanisme pengaduan, serta menjamin perlindungan 

hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Ketentuan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan 

penyelenggaraan rumah sakit karena rumah sakit merupakan salah satu penyelenggara pelayanan 

publik di bidang Kesehatan (Sikumbang, 2025). Dengan demikian, apabila rumah sakit melakukan 

penyimpangan terhadap standar pelayanan atau mengabaikan hak-hak pasien, maka tindakan 

tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif internal, tetapi juga dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang berpotensi 

menimbulkan pertanggungjawaban hukum. 

Kerangka regulasi mengenai penyelenggaraan rumah sakit dan pelayanan publik telah 

berkembang secara signifikan, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit 

terhadap praktik maladministrasi masih bersifat tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan 

belum membentuk suatu konstruksi yang terintegrasi (Jamaluddin et al., 2025). Peraturan 

perundang-undangan telah mengatur kewajiban rumah sakit, hak pasien, standar pelayanan, serta 

mekanisme pengawasan, namun belum secara eksplisit menghubungkan bentuk-bentuk 

maladministrasi dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang komprehensif (Wulandari 

et al., 2025). Akibatnya, penyelesaian kasus maladministrasi sering kali bergantung pada 

pendekatan sektoral, baik melalui mekanisme administratif, rekomendasi Ombudsman, 

penyelesaian sengketa keperdataan, maupun proses peradilan sesuai karakteristik pelanggaran 

yang terjadi. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih berorientasi pada 

penanganan akibat hukum setelah terjadinya pelanggaran (corrective liability), sedangkan 

penguatan mekanisme pencegahan (preventive liability) melalui tata kelola rumah sakit belum 

memperoleh perhatian yang memadai (Ningsih et al., 2025). Padahal, dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan modern, pertanggungjawaban hukum tidak cukup dimaknai sebagai 

mekanisme pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh 

proses administrasi rumah sakit berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan 

hukum, dan perlindungan hak pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang 

mengintegrasikan pengaturan pertanggungjawaban hukum dengan prinsip-prinsip Good Hospital 

Governance sehingga rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab ketika terjadi maladministrasi, 

tetapi juga memiliki sistem tata kelola yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

 

 

Problematika Implementasi Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit terhadap Praktik 

Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

Sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban rumah sakit sebagai penyelenggara 

pelayanan kesehatan sekaligus penyelenggara pelayanan publik, implementasi 
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 pertanggungjawaban hukum terhadap praktik maladministrasi masih menghadapi berbagai kendala 

(Putri & Ramadhani, 2026). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum 

(das sollen) dengan praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan (das sein). Secara normatif, 

rumah sakit diwajibkan menyelenggarakan pelayanan berdasarkan prinsip kepastian hukum, 

akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, dan perlindungan hak pasien. Namun, dalam praktiknya 

berbagai bentuk maladministrasi masih ditemukan, baik dalam pelayanan administratif maupun 

dalam tata kelola organisasi rumah sakit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi 

belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme implementasi yang efektif. 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik secara 

konsisten menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang yang masih menghadapi 

persoalan maladministrasi. Bentuk maladministrasi yang paling sering ditemukan meliputi 

penyimpangan prosedur pelayanan, penundaan pelayanan tanpa alasan yang sah, tidak memberikan 

pelayanan, perilaku tidak patut, serta lemahnya penyampaian informasi kepada masyarakat (Zain 

et al., 2025). Ombudsman juga menegaskan bahwa berbagai bentuk maladministrasi tersebut tidak 

hanya terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tetapi juga pada rumah sakit 

sebagai penyelenggara pelayanan rujukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama 

bukan semata-mata terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya kepatuhan 

terhadap standar pelayanan dan tata kelola organisasi. 

Data Ombudsman Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa bentuk maladministrasi 

yang paling dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah penundaan berlarut, tidak 

memberikan pelayanan, dan penyimpangan prosedur (Iskandar & Irianto, 2025). Karakteristik 

maladministrasi tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan penyelenggaraan pelayanan rumah 

sakit karena pelayanan kesehatan sangat bergantung pada ketepatan prosedur administrasi, 

kecepatan pelayanan, kepastian informasi, dan koordinasi antarunit pelayanan. Ketika administrasi 

rumah sakit tidak berjalan sesuai standar, dampaknya tidak hanya berupa keterlambatan pelayanan 

administratif, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan medis yang diterima pasien serta 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan Kesehatan (Anggita et al., 2025). 

Problematika implementasi pertanggungjawaban hukum juga dipengaruhi oleh karakteristik 

organisasi rumah sakit yang kompleks. Rumah sakit merupakan institusi yang melibatkan berbagai 

profesi, mulai dari tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, hingga manajemen rumah 

sakit. Kompleksitas hubungan kerja tersebut sering kali menyebabkan sulitnya menentukan bentuk 

pertanggungjawaban ketika terjadi maladministrasi (Widjaja & Sijabat, 2025). Dalam beberapa 

keadaan, penyimpangan pelayanan dipandang sebagai kesalahan individu petugas administrasi, 

sedangkan pada kondisi lain penyebab utamanya justru berasal dari kelemahan sistem organisasi, 

seperti tidak tersedianya standar operasional prosedur yang memadai, lemahnya pengawasan 

internal, ketidakjelasan pembagian kewenangan, atau kurang optimalnya sistem informasi rumah 

sakit. Akibatnya, penyelesaian kasus sering berhenti pada pemberian sanksi kepada individu tanpa 

diikuti evaluasi terhadap sistem tata kelola yang menjadi akar permasalahan. 

Di samping itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap praktik maladministrasi 

masih cenderung bersifat reaktif. Penyelesaian baru dilakukan setelah terdapat pengaduan 

masyarakat atau setelah kerugian dialami oleh pasien. Mekanisme pengawasan internal rumah sakit 

pada banyak kasus belum mampu mendeteksi secara dini potensi penyimpangan administrasi 

(ULHUSNA, 2024). Padahal, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang memiliki tingkat 

risiko tinggi sehingga memerlukan sistem pengendalian internal yang mampu mencegah terjadinya 

pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian hukum maupun kerugian bagi pasien. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa orientasi pertanggungjawaban hukum masih didominasi oleh 

pendekatan represif, sementara aspek preventif belum memperoleh perhatian yang proporsional. 
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 Perkembangan transformasi digital di sektor kesehatan juga menghadirkan tantangan baru 

dalam implementasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Digitalisasi pelayanan, penggunaan 

rekam medis elektronik, sistem informasi rumah sakit, serta integrasi data kesehatan telah 

meningkatkan efisiensi pelayanan, namun pada saat yang sama memunculkan risiko baru berupa 

kesalahan administrasi digital, keterlambatan pemrosesan data, ketidaksesuaian informasi, hingga 

potensi pelanggaran terhadap keamanan data pasien (Hidayatuloh et al., 2025). Dengan demikian, 

bentuk maladministrasi tidak lagi terbatas pada pelayanan administratif secara konvensional, tetapi 

berkembang mengikuti perubahan sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Hal ini menuntut 

rumah sakit untuk tidak hanya meningkatkan kapasitas teknologi, tetapi juga memperkuat tata 

kelola hukum dan manajemen risiko agar transformasi digital tetap berjalan sesuai prinsip 

akuntabilitas dan perlindungan hak pasien (Rachmad et al., 2024). 

Persoalan utama implementasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit bukan hanya terletak 

pada adanya pelanggaran administratif, melainkan pada belum optimalnya sistem tata kelola yang 

mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan 

kata lain, efektivitas pertanggungjawaban hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola 

organisasi rumah sakit (Istiqamah, 2025). Oleh karena itu, penguatan mekanisme 

pertanggungjawaban tidak cukup dilakukan melalui penegakan sanksi administratif atau 

penyelesaian sengketa setelah terjadinya maladministrasi, tetapi juga memerlukan pembangunan 

sistem tata kelola yang berorientasi pada pencegahan, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas. 

Atas dasar itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji penerapan prinsip Good Hospital 

Governance sebagai instrumen normatif dalam memperkuat pertanggungjawaban hukum rumah 

sakit sekaligus mencegah terjadinya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan. 

Penguatan Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit melalui Penerapan Good Hospital 

Governance 

Regulasi mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap praktik 

maladministrasi pada dasarnya telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia telah mengatur kewajiban rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Namun 

demikian, hasil analisis pada pembahasan sebelumnya juga memperlihatkan bahwa keberadaan 

regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya praktik maladministrasi. 

Berbagai bentuk penyimpangan administrasi masih ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan, yang menunjukkan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada kekurangan 

norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi tata kelola organisasi rumah sakit. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat dimaknai 

hanya sebagai mekanisme pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran (corrective liability), 

tetapi harus dikembangkan menjadi sistem tata kelola yang mampu mencegah terjadinya 

penyimpangan (preventive liability) (Ningrum & Hariyono, 2025). Dalam konteks ini, penerapan 

prinsip Good Hospital Governance menjadi pendekatan yang relevan karena menempatkan tata 

kelola organisasi sebagai instrumen utama untuk memastikan setiap aktivitas pelayanan kesehatan 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan 

perlindungan terhadap hak pasien(Rusydi & Hamzah, 2022). Dengan demikian, 

pertanggungjawaban hukum tidak lagi diposisikan sebagai instrumen represif semata, tetapi 

menjadi bagian yang melekat dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
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 Secara konseptual, Good Hospital Governance merupakan adaptasi dari prinsip-prinsip good 

governance yang diterapkan dalam tata kelola rumah sakit. Konsep ini menekankan pentingnya 

penyelenggaraan organisasi rumah sakit berdasarkan prinsip transparansi (transparency), 

akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), serta 

kewajaran dan kesetaraan (fairness) (Aini, 2024). Kelima prinsip tersebut memiliki keterkaitan 

yang erat dengan sistem pertanggungjawaban hukum karena pada dasarnya bertujuan membangun 

organisasi yang patuh terhadap hukum, mampu mengelola risiko, serta menjamin perlindungan 

terhadap hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 

Prinsip transparansi menghendaki agar seluruh proses pelayanan administrasi rumah sakit 

diselenggarakan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Keterbukaan 

informasi mengenai prosedur pelayanan, biaya, waktu penyelesaian layanan, hak dan kewajiban 

pasien, serta mekanisme pengaduan akan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan prosedur 

maupun penyalahgunaan kewenangan. Transparansi juga memperkuat kepastian hukum karena 

setiap tindakan administrasi rumah sakit dapat diuji berdasarkan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan. 

Selanjutnya, prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan dan tindakan administrasi 

rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Dalam konteks ini, 

rumah sakit perlu membangun sistem dokumentasi yang baik, memperkuat fungsi audit internal, 

serta mengembangkan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur. 

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjelaskan setiap keputusan yang 

diambil, tetapi juga mencakup kesediaan organisasi untuk melakukan koreksi apabila ditemukan 

penyimpangan yang merugikan pasien. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas yang efektif akan 

memperkuat implementasi pertanggungjawaban hukum sebagaimana diamanatkan dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. 

Prinsip responsibilitas menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, standar profesi, standar pelayanan, serta etika 

organisasi. Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan medis, tetapi 

juga terhadap kualitas administrasi pelayanan yang mendukung proses pelayanan kesehatan. 

Dalam praktiknya, banyak kasus maladministrasi justru berawal dari lemahnya kepatuhan terhadap 

prosedur administrasi, seperti keterlambatan pelayanan, ketidaktertiban pengelolaan dokumen, 

maupun kurang optimalnya penyampaian informasi kepada pasien. Oleh karena itu, penguatan 

budaya kepatuhan (compliance culture) menjadi bagian penting dalam mewujudkan 

pertanggungjawaban hukum yang efektif. 

Prinsip independensi memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya intervensi yang 

berpotensi mengganggu objektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengambilan 

keputusan administrasi harus didasarkan pada ketentuan hukum, standar pelayanan, dan 

kepentingan pasien, bukan pada kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Sementara itu, 

prinsip kewajaran (fairness) menuntut agar seluruh pasien memperoleh pelayanan yang setara 

tanpa diskriminasi, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, serta 

memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian akibat 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut 

secara simultan akan memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna 

layanan rumah sakit. 

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak 

cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, melainkan memerlukan penguatan tata kelola 

kelembagaan yang berorientasi pada pencegahan maladministrasi. Dalam perspektif Good 

Hospital Governance, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, 
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 memperkuat sistem pengawasan internal melalui audit kepatuhan terhadap standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur; kedua, membangun mekanisme pengelolaan risiko hukum (legal risk 

management) sebagai bagian dari sistem manajemen rumah sakit; ketiga, mengoptimalkan 

mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian 

penyelesaian; keempat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan mengenai etika pelayanan publik, hukum kesehatan, dan hukum administrasi; serta 

kelima, mengembangkan sistem evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip Good Hospital 

Governance sebagai indikator kinerja kelembagaan (Syamsul Arifin et al., 2026). 

Dengan demikian, penerapan Good Hospital Governance tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen manajerial dalam meningkatkan efisiensi organisasi, tetapi juga sebagai instrumen 

hukum yang memperkuat sistem pertanggungjawaban rumah sakit terhadap praktik 

maladministrasi. Integrasi antara norma hukum dan tata kelola kelembagaan akan menciptakan 

mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah 

terjadi pelanggaran, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan yang efektif. Oleh karena 

itu, penguatan pertanggungjawaban hukum rumah sakit melalui penerapan prinsip Good Hospital 

Governance merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang akuntabel, berkualitas, berkeadilan, serta memberikan perlindungan hukum yang 

optimal bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban 

hukum rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

di Indonesia. Temuan pertama menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah 

menyediakan landasan hukum bagi pertanggungjawaban rumah sakit sebagai penyelenggara 

pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai instrumen 

hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur 

penyelenggaraan rumah sakit. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan sektoral sehingga belum membentuk suatu 

konstruksi hukum yang secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban rumah sakit terhadap 

praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Temuan kedua menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan 

implementasi di lapangan. Berbagai bentuk maladministrasi, seperti penyimpangan prosedur 

pelayanan, penundaan pelayanan, kurang optimalnya penyampaian informasi, lemahnya sistem 

pengawasan internal, serta belum efektifnya mekanisme penanganan pengaduan, menunjukkan 

bahwa pertanggungjawaban hukum rumah sakit masih cenderung bersifat represif, yaitu 

berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa mekanisme pencegahan melalui penguatan tata kelola organisasi belum 

diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Temuan ketiga menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Hospital Governance memiliki 

peran strategis dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Prinsip 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak hanya berfungsi 

sebagai pedoman tata kelola organisasi, tetapi juga menjadi instrumen hukum preventif untuk 

meminimalkan praktik maladministrasi. Integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem 

administrasi rumah sakit diyakini mampu memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan perlindungan hukum yang 
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 lebih efektif bagi pasien. 

 

Berdasarkan ketiga temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas 

pertanggungjawaban hukum rumah sakit tidak cukup diwujudkan melalui penerapan sanksi 

administratif atau penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Penguatan sistem 

pertanggungjawaban memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara 

norma hukum dan prinsip Good Hospital Governance sehingga tercipta tata kelola rumah sakit 

yang akuntabel, transparan, berorientasi pada pencegahan maladministrasi, serta mampu menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan hukum dan implementasi 

pertanggungjawaban rumah sakit terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif rumah sakit telah 

memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab dalam menjamin 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan. Berbagai regulasi, 

khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia, telah memberikan dasar hukum mengenai kewajiban rumah 

sakit, perlindungan hak pasien, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi 

penyimpangan dalam pelayanan kesehatan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat 

tersebar dan sektoral sehingga belum sepenuhnya membentuk sistem pertanggungjawaban hukum 

yang terintegrasi terhadap praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. 

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam pertanggungjawaban 

hukum rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga terletak 

pada aspek implementasi tata kelola pelayanan kesehatan. Praktik maladministrasi seperti 

penyimpangan prosedur, penundaan pelayanan, lemahnya transparansi informasi, serta kurang 

optimalnya mekanisme pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif 

yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pelayanan di tingkat kelembagaan. Kondisi tersebut 

memperlihatkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum rumah sakit masih cenderung 

bersifat represif, yaitu berorientasi pada penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran, sementara 

aspek pencegahan melalui sistem tata kelola yang baik belum dikembangkan secara optimal. 

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip Good Hospital 

Governance merupakan pendekatan strategis dalam memperkuat pertanggungjawaban hukum 

rumah sakit terhadap praktik maladministrasi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan kewajaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajemen organisasi, 

tetapi juga sebagai mekanisme hukum preventif yang mampu memperkuat kepatuhan terhadap 

regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin perlindungan hukum bagi 

pasien. Dengan demikian, penguatan pertanggungjawaban hukum rumah sakit ke depan perlu 

diarahkan pada integrasi antara kepastian norma hukum dan penguatan tata kelola kelembagaan 

agar rumah sakit mampu menjalankan fungsi pelayanan kesehatan secara profesional, akuntabel, 

dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
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